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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Notaris merupakan profesi di bidang hukum terutama pemberian 

jasa pembuatan akta. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas 

hukum atas suatu harta benda, hak dan kewajiban seseorang.1 Notaris 

merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat untuk bekerja secara profesional.2. Notary is a public official 

with the only authority to make deeds of contracts, deals, or decisions, 

which are required by the law to be formulated in an authenticated 

document. 3   Ketika seorang notaris yang sedang sakit atau hendak 

melakukan ibadah haji atau umroh atau yang untuk sementara tidak 

dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang 

merupakan hak notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.  

                                                             
1  Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum 

Dan Etika (Yogyakarta: Uii Press, 2009), hlm. 6. 
2 Ibnu Sajadi and Supanto Nur Saptanti, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap 

Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat 
Membaca Dan Menulis,” Jurnal Reportorium II, no. 2 (2015): 177–86. 

3 Deviana Yuanitasari, “The Role of Public Notary in Providing Legal Protection 
on Standard Contracts for Indonesian Consumers,” Sriwijaya Law Review 1, no. 2 
(2017): 179, https://doi.org/10.28946/slrev.vol1.iss2.43.pp179-190. 

1 
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Untuk selanjutnya disingkat UUJN, bahwa notaris mempunyai hak 

untuk cuti. 

Cuti notaris dapat diberikan jika seorang notaris telah 

melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun 

maka notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti 

dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk 

pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-

masing notaris, sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJN4 yaitu 

: 

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai 

usulan penunjukan Notaris Pengganti. 

2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada pejabat yang berwenang, yaitu : 

a. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak 

lebih dari 6 bulan. 

b. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih 

dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun. 

c. Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih 

dari 1 tahun. 

                                                             
4 “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” (n.d.). 
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Dalam pengajuan permohonan cuti seorang notaris harus diikuti 

usulan penunjukan notaris pengganti untuk menggantikan dan 

melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu 

harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa 

jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk 

masa cutinya dan wajib untuk menunjuk notaris pengganti. 5  Notaris 

dalam menunjuk notaris pengganti biasanya hanya dari karyawan yang 

telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan 

dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari 

notaris sendiri.  

Seorang notaris dan notaris pengganti dalam melaksanakan 

tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang 

datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh 

penghadap ke dalam suatu bentuk akta, oleh karena itu ketika seorang 

notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang 

notaris pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat 

melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris pengganti sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN adalah seorang yang untuk 

sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang 

sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan 

jabatannya sebagai notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi 

                                                             
5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. 
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seorang notaris pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN  

adalah warga negara indonesia yang berijazah sarjana hukum dan 

telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) 

tahun berturut -turut. 

Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris pengganti 

terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari 

setiap masing-masing daerah. Ketika notaris pengganti melaksanakan 

tugas jabatannya maka harus berpedoman pada Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-

undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris 

pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang 

mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui 

dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus. 

Notaris pengganti hanyalah jabatan sementara yang diemban oleh 

seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selama 

masa cuti notaris yang diganti belum berakhir. Ketika melaksanakan 

jabatannya tersebut seorang notaris pengganti harus berhati-hati dalam 

hal membuatkan akta para pihak, bersikap dan berperilaku serta 

menjaga kesehatannya. Kehadiran notaris pengganti sebagai pejabat 

publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya 
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suatu alat bukti tertulis atas setiap perikatan yang mereka lakukan 

sehari-hari, agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. Notaris pengganti dapat melaksanakan apa yang 

dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin 

kepastian hukum. 6 Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung 

syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu 

misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus 

mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang 

dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Tetapi 

apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum.7 

Pelaksanaan tugas jabatan notaris pengganti tidak terlepas dari 

hambatan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari, begitupun 

dengan notaris yang sedang cuti. Tatkala musibah menimpa notaris 

yang sedang cuti sehingga mengakibatkan notaris tersebut meninggal 

dunia, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh notaris pengganti 

sebagai pejabat sementara notaris sebagaimana yang terdapat dalam 

Pasal 35 ayat (3) UUJN, yakni: “apabila notaris meninggal dunia pada 

                                                             
6 Dhea Mardheana, “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta 

Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ 
Pid/2012),” Jurnal Lex Renaissance 1, no. 2 (2016): 277–92, 
https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art9. 

7  ANDI AHMAD SUHAR MANSYUR, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap 
Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal,” Jurnal Mahasiswa 
Fakultas Hukum, 2013, hlm.7. 
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saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris 

pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia”. 

Meninggalnya notaris yang sedang cuti tersebut harus dilaporkan 

kepada Majelis Pengawas Daerah selanjutnya disingkat MPD, 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UUJN, berbunyi: 

“apabila Notaris meninggal dunia, suami/isteri atau keluarga sedarah 

dalam garis keturunan semenda sampai derajat kedua wajib 

memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah”. Pasal tersebut 

menyebutkan jika notaris meninggal dunia maka keluarga sedarah 

dalam satu garis keturunan semenda atau salah satu di antaranya 

memiliki kewajiban untuk memberitahukan informasi atas 

meninggalnya notaris tersebut kepada MPD. Kata wajib dalam pasal 

tersebut memiliki makna yang mengharuskan keluarga sedarah dalam 

satu garis keturunan atau salah satunya menyampaikan kabar duka 

tersebut kepada MPD. 

Sehubungan dengan uraian diatas ketika notaris pengganti 

menjalankan jabatannya membuat akta otentik, terdapat permasalahan 

yang harus di hadapi Notaris Pengganti. Seperti kasus dimana Notaris 

Pengganti membuat akta pengikatan jual beli, yang kemudian hari 

Notaris Pengganti tersebut dilaporkan oleh salah satu pihak terkait 

adanya dugaan persekongkolan antara Notaris Pengganti dengan salah 



7 
 

 
 

satu pihak dalam hal pemalsuan identitas atas akta pengikatan jual beli 

tersebut. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas 

secara mendalam terkait”Perlindungan hukum Notaris Pengganti dalam 

hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir 

terhadap pemalsuan identitas para pihak”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak 

mengetahui adanya identitas palsu dari para pihak sedangkan 

Notaris yang digantikan meninggal dunia?  

2. Apa yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya 

identitas palsu para pihak? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

a. Untuk menganalisis perlindungan hukum Notaris Pengganti 

yang tidak mengetahui adanya identitas palsu data dari para 

pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia  

b. Untuk menganalisis hambatan dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak 

mengetahui adanya identitas palsu para pihak. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi dan data tambahan bagi ilmu pengetahuan, khususnya  

dapat membantu perkembangan ilmu hukum secara umum dan 

untuk membantu proses belajar mengajar  mahasiswa 

kenotariatan. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam hal pelaksanaan tugas Notaris dan instansi 

terkait, yaitu : 

1) Notaris, diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

masukan dalam pelaksanaan tugasnya; 

2) Notaris Pengganti, diharapkan bermanfaat sebagai 

bahan  pembelajaran agar teliti dalam pelaksanaan 

tugasnya; 

3) Para pihak, diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan untuk tidak memberikan identitas palsu 

dalam pembuatan akta otentik; 

4) Hakim, diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

masukan terhadap penyelesaian perkara pemalsuan 

akta otentik. 
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5) Advokat, diharapkan bermanfaat sebagai masukan 

terhadap dalam pelaksanaan tugasnya. 

D. Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, 

pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang 

menjadi perbandingan, pegangan teoritis.8 Berdasarkan berbagai 

pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis 

menggunakan rumusan pandangan para ahli (doktrin) sebagai 

patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam 

penulisan penelitian ini, adapun teori yang penulis gunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Grand Theory 

1.1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald (yang menjelaskan teori 

perlindungan hukum Salmond) bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu 

lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan 

tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan dilain pihak. 9  Kepentingan hukum 

                                                             
8 M. solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 1994), 

hlm. 23. 
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2000), hlm.53. 
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adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga 

hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 

berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.10 

Kemudian Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat 

bahwa; hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan 

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. 11 

Sedangkan Surnayati Hartono mengatakan bahwa; hukum 

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara 

sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan 

sosial.12 

                                                             
10 Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia (Jakarta: Kompas, 

2003), hlm.74. 
11  Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: 

Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.118. 
12  Surnayati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional 

(Bandung: Alumni, 1991), hlm.55. 
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Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa 

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan 

pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan 

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap 

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan 

diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan.13 

1.2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan, 

atau ketetapan. Secara hakiki, hukum harus pasti dan adil. 

Karena hukum dapat menjalankan fungsinya, apabila 

dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias 

dijawab secara normative, bukan sosiologi.14 

Menurut Kelsen, hukum ialah sebuah sistem norma. 

Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek 

“seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa 

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

                                                             
13 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1987), hlm.2. 
14  Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami 

Hukum (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hlm.59. 
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ialah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

Undang berisi aturan yang bersifat umum sebagai pedoman 

bagi individu bertingkah laku maupun dalam hubungannya 

dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan 

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.15 

Menurut Utrecht, kepastian hukum berisi dua pengertian, 

yaitu pertama adanya aturan yang sifatnya umum membuat 

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak 

boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum untuk 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

memiliki aturan yang sifatnya umum, individu dapat 

mengetahui hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara 

terhadap individu.16 

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto memberikan 

definisi sebagai kemunkinan bahwa dalam situasi tertentu:17 

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan 

mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena 

(kekuasaan) negara. 

                                                             
15  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Huum (Jakarta: Kencana, 2008), 

hlm.158. 
16 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya bakti, 1999), hlm.23. 

17 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011). 
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2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga 

tunduk dan taat kepadanya. 

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka, 

terhadap aturan-aturan tersebut. 

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak 

berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut 

secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan 

sengketa hukum. 

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum 

merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum 

menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu 

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya 

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati.18 

                                                             
18  Zainal asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 

2012), hlm.25. 
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Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua 

segi, Mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) 

hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang 

mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi 

hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai 

perkara dan Kepastian hukum berarti keamanan hukum. 

Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap 

kesewenangan hakim.19 

Jika dihubungkan teori kepastian hukum dalam suatu 

perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan 

kewajiban, menitikberatkan pada penafsiran dan sanksi yang 

jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan 

yang sama antarsubjek hukum yang berhubungan.  

Kaitannya dengan teori diatas, bahwa Notaris pengganti 

juga mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan 

tugas dan jabatannya serta harus memberikan kepastian 

hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku bagi para 

pihak. 

2. Middle Theory 

                                                             
19 Kepastian Hukum, D A N Perlindungan, and Kecamatan Sukamulia, “( 

STUDI KASUS PRAKTEK PERWAKAFAN TANAH DI LEGAL VALIDITY , CERTAINTY 
AND PROTECTION ON UNREGISTERED WAQF ( CASE STUDY OF THE LAND WAQF,” 
2017. 
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2.1. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia 

adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. 

Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa 

indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, 

menanggung segala sesuatunya, dan menanggung 

akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan 

tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun 

yang tidak di sengaja. Tanggung jawab itu bersifat 

kodrati,artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa 

setiap manusia di bebani dengan tangung jawab.apabila di 

kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul 

sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung 

jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung 

jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau 

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti 

bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan.20 

                                                             
20 Hans Kelsen, Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of 

Law and State , Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif 
Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm.81. 
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Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat 

diistilahkan sebagai liability dan responsibility,istilah liability 

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung 

gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, 

sedangkan istilah responsibility menunjuk pada 

pertanggungjawaban politik.21 Teori tanggung  jawab lebih 

menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori 

tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty,22 sebagai suatu 

konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang 

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu 

bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus 

perbuatannya bertentangan dengan hukum. 

Kaitan dengan teori ini bahwa setiap perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh notaris pengganti juga mempunyai 

tanggung jawab yang wajib dilaksanakan. 

3. Applied Theory 

3.1. Teori Kewenangan 

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 

sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan 

                                                             
21 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm.38. 
22  Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi 

Mandotary (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm.45. 
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wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan 

kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan 

istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan 

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. 

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa 

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah” (the rule and the ruled).23 

Pengertian kewenangan itu sendiri berbeda dengan 

wewenang, dimana kewenangan (authority, gezag), 

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 

yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang 

hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu dari 

kewenangan, dapat disebut pulan lingkup tindakan hukum 

publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi 

wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), meliputi 

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan 

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan itu 

sendiri yaitu adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah, 

dan sifat hubungan hukumnya, dapat dijelaskan sifat 

                                                             
23  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1998), hlm 24. 
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hubungan hukum adalah suatu hubungan yang menimbulkan 

akibat hukum dan akibat hukum itu sendiri timbulnya hak dan 

kewajiban.24s 

Kaitannya dengan teori ini ialah suatu jabatan yang 

emban oleh seseorang seperti notaris pengganti ada 

kewenangan didalamnya untuk menjalankan jabatan 

tersebut. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengaturnya. 

3. Notaris pengganti adalah notaris sementara yang diangkat 

secara sah menurut prosedur yang berlaku dan mempunyai 

kedudukan yang sama seperti notaris. 

4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam 

jangka waktu tertentu. 

                                                             
24  Salim H.S and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada 

Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.33. 
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5. Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru 

atau membuat palsu identitas orang lain untuk tujuan tertentu 

tanpa hak.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 

kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga 

penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, 

acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, 

pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. 

Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

atau data tersier. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut isi hukum yang sedang ditangani.25 Kajian 

                                                             
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.93. 
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yang ditelaah adalah berupa norma-norma yang terdapat 

dalam ketentuan perundang-undangan terutama dalam 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam UUJN tersebut adanya 

beberapa aturan yang dianggap kabur atau belumlah 

diberikan pengaturan secara jelas (konkret), sehingga 

apabila aturan tersebut terlaksana maka belum dapat 

terlaksanakan maka belum dapat berjalan dengan baik. 

b. Pendekatan Kasus (Casel Approach) 

Pada Pendekatan ini dilakukan dengan cara 

melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isi yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 26 

Terdiri atas: 

i. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (autoritatif), terutama peraturan 

                                                             
26 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.67. 
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perundang-undangan. 27  Adapun bahan-bahan yang 

berkaitan dalam penelitian ini adalah : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. 

ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 

hasil-hasil penelitian, wawancara atau pendapat pakar 

hukum dan literatur hukum seperti: Jurnal, Majalah dan 

Tesis.28 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik 

pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian 

kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau 

studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang 

datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, 

Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.29 

                                                             
27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), 

hlm.54. 
28 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, hlm.52. 
29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, hlm.59. 
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Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara 

penelusuran terhadap bahan hukum dan melakukan 

pencatatan terhadap bahan hukum yang relevan sesuai 

dengan pokok-pokok kanjian 

Pada penelitian ini, alat pengumpulan, data yang 

digunakan meliputi beberapa tahapan, yaitu : 

a. Bahan Pustaka 

Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Buku 

Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis, Distertasi 

dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan notaris 

dan notaris pengganti. 

b. Wawancara 

Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan 

tetapi dapat dimasukan sebagai bahan non buku dan 

ada baiknya kalau peneliti menyusun untuk lebih 

memahami permasalahan yang dibahas, maka 

dilakukan penggalian informasi kepada beberapa 

notaris praktik yang sudah senior, baik secara berhadap 
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langsung maupun menggunakan media komunikasi 

secara elektornik.30 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini 

dilakukan pengelolaan dengan cara mengadakan 

sistematika terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematika 

adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum 

untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. 31 

Sistematika dalam penelitian ini berupa sistematika eksternal 

yakni sistematika bahan penelitian hukum dalam rangka 

mengintegrasikannya dalam tatanan masyarakat yang selalu 

berkembang dan kedalam pandangan hidup yang dianut 

masyarakat. Sehingga menghasilkan interpretasi ulang 

terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum ini dilakukan secara 

kualitatif, yaitu menguraikan bahan-bahan hukum. Analisa 

dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum berupa 

penafsiran otentik (resmi) dari pembentukan Undang-undang 

                                                             
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm.126. 
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Uii Press, 2005), 

hlm.32. 
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dan penafsiran sistematis dengan cara mengaitkan isi norma 

pengaturan hukum yang satu dengan yang lainnya.32 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara 

untuk menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan 

yang dipergunakan adalah secara deduktif. Metode deduktif 

dipergunakan dalam menarik kesimpulan dari data sekunder 

yakni dengan mengaitkan antara fakta yang ada dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses yang 

terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah 

konkretisasi yakni merumuskan hal-hal yang bersifat umum 

menjadi hal-hal yang bersifat khusus.33 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Usmawadi, Petunjuk Praktis Penelitian Hukum (Palembang: Bagian Hukum 

Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007), hlm.73. 
33  Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: 

Bayumedia, 2006), hlm.197. 
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